
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan. 

Pada Pasal 285 Ayat 1 Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkuutan Jalan  

belum efektif, di sebabkan masyarakat yang tidak takut melakukan pelanggaran lalu 

lintas kembali, bahakan mengandara motor beroda dua di bawah umur  yang tidak 

menggunakan perlengkapan. 

Oleh karena itu penegak hukum melakan berbgai macam cara 

untuk melakukan suatu tindak untuk melakuan efektif pada pasal 285 

ayat 1 Undang-undang lalu lintas dan angkutan jaln yaitu :  

1. Polres satlantas Gorontalo Kota dalam melakukan penegakkan 

hukum terhadap pengendara beroda dua mengacu pada Pasal 285 

ayat (1) Jo Pasal 106 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) UU LLAJ yang 

mana dalam acara pemeriksaan perkara pidana tersebut 

menggunakan proses acara cepat pemeriksaan acara pelanggaran 

lalu lintas (tilang) yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana) bagian keenam Bab XVI yaitu 

proses  sebab pasal yang digunakan itu termasuk dalam kategori 

pelanggaran lalu lintas. 

2. Bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas 

oleh pengguna kenderaan bermotor dalam wilaya hukum Polres 

satuan lalu lintas Gorontalo kota adalah; 

a. Faktor kurangnya kesadaran. 

 



b. Kedisiplinan. 

c. Tingginya minat masyarakat untuk memiliki kenderaan 

bermotor. 

d. Kelalaian. 

e. Sarana dan prasarana jalan. 

f. Ketidakjeraan. 

Bahwa untuk mengatasi pelanggaran lalu lintas pengguna 

Kenderaan bermotor dalam wilaya Hukum Polres satuan lalu lintas 

Gorontalo kota, telah di lakukan upaya sebagai berikut: 

a. Upaya Prepentif (pencegahan) 

Upaya prepentif ini adalah Adanya tim satuan lalu lintas yang 

melakukan penyuluhan mengenai tertib lalu lintas. Penyuluhan 

dilakukan kemasyarakat di Tempat-tempat keramaian dan di 

sekolah dari SD sampai dengan SMA di wilayah Hukum Plres 

satuan lalu linta Gorontalo Kota. 

b. Upaya Represif ( Penindakan ) 

Upaya yang dilakaukan oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas 

Adalah Giat Operasai rutin tiap minggu terutama pada saat 

banyaknya Aktifitas kenderaan berlalu lintas di kota Gorontalo. 

Hal ini  di lakukan bersamaan dengan penyuluhan mengenai 

tertip lalu lintas. 

 

 



5.2 Saran 

1. Untuk mengurangi tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Kota 

Gorontalo, diharapkan kepada aparat Kepolisian Meningkatkan 

Jumlah personil Satlantas di Jalan raya dan titik tertentu sehingga 

pengendara tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.  

2. Melihat Faktor-faktor yang menyababkan tejadinya pelenggaran 

lalu lintas oleh pengguna Kenderaan bermotor mengenai 

perlengkapan, Pihak kepolisian satuan lalu lintas Polres Gororntalo 

Kota harus segera mengatasi permasalan ini dengan menggunakan 

instruman hukum yang ada. Cara ini di rasakan oleh penulis akan 

memberikan dampak yang besar untuk mengatasi Permasalan ini. 

3. Upaya Prepentif dan Upaya Represif dalam mengatasi pelanggaran 

lalu lintas harur lebih di tingkatkan Mengingat anka pelanggaran 

lalu lintas oleh pengguna kenderaan bermotor masaih tinggi. Pihak 

masyarakat juga harus berperan lebih aktif untuk mengontrol atau 

menekan pelanggaran lalu lintas oleh pengguna kenderaan 

bermotor mengenai perlengkapan. 
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